BUPATI MUARA ENIM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM
NOMOR 12 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2011

Menimbang

Mengingat

TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARA ENIM,

bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun
2017 tentang Pencabutan Peraturan Menten Dalam Negeri Nomor 27
Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan lzin Gangguan di Dacrah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negen Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penctapan lzin
Gangguan di Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah
tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011

tentang Retribusi Perizzinan Tertentu;

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonecsia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3049);



(2]

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemernntahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan  Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonecsia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan

I_'.'JI

dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 604 1);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017 tentang
Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun
2009 tentang Pedoman Penetapan lzin Gangguan i Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman
Penetapan lzin Gangguan di Dacrah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 481);

7. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi
Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim
Tahun 2011 Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM
dan

BUPATI MUARA ENIM

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN

TERTENTU.
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Pasal |

Heberapa ketentuan dalam Perataran Daeran Nomor 8 Tabun 20110
tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Dacrah Kabupaten
Muara Enim Tahun 2011 Nomor 3} diubah sebagai berikut :

1. Masal 16 dibapus
Pasal 17 dihapus.
Hasul |8 dibhapus.
Pasal 19 dihapus.
Pasal 20 dihapus.

moR W

Pasal Il
Feraturan Dacral ind mudai berlaku pada aoggal divndangkan.

Agar setiap orang mengetahuinva. memerintahkan pengundangan
Peraturan Dacrah ini dengan penempatannya dalam Lembaran

acrah Kabupaten Muara Enim.

Ditetonkan di Muara Enim

and g

pada tanggal 21 Desember 20108

BUPATI MUARA ENIM,

Dto

AHMAL YANI

Diundangkan di Muara Enim
nada tanpgaal 21 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH
RABUPATEN MUARA ENIM,

Dto

HASANUDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2018 NOMOR 12,

ENTM PROVING] SUMATERA
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SELATAN NOMOR {12=142/2°12),



